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LEMEAR.AN 

KABUPATEN 

DAER.AH 

KEBUMEN 

NOMOR:11 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:10 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR 9 TAHUN 2000 

TENTANG 

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN 

DENGAN RAHMJi..T TUHAN YANG MAHA ESA 

Menirnbang 

BUPATI KEBUMEN, 

a. bahwa dalarn rangka peningkatan kelanca­
ran penyelenggaraan pernerintahan, pem­
bangunan dan kemasyarakatan Desa di Ka­
bupaten Keburnen secara berdayaguna dan 
berhasilguna, perlu segera mengatur ten­
tang pernbentukan Lernbaga Kernasyarakatan 
di Desa/Kelurahan; 

b. bahwa sesuai dengan Pasal .106 dan Pasal 
111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pernerintahan Daerah jo. Keputu­
san Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
1999 ten tang Pedornan Urnurn . Pengaturan 
Mengenai Desa dan Keputusan Menteri 
Dalarn Negeri Nornor 65 Tahun 1999 tentang 
Pedornan Umurn pengaturan mengenai Pemben­
tukan Kelurahan, rnaka perlu rnenetapkan 
pen g at u r an t e·r s e but d i at as den g an 
Peraturan Daerah; 
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c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut hu­
ruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pemben­
tukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Ke­
lurahan. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten­
tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupa­
ten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 
32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai 
berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 
1950; 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ten­
tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 ten­
tang Perimbangan Keuangan Antara Peme­
rintahan Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3848); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewe­
nangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 -
tentang Teknik Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan 
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pe­
rnerintah, dan Rancangan Keputusan Presi­
den ( Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 
70); 
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6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 
Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengatu­
ran Mengenai Desa; 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 
Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengatu­
ran mengenai Pembentukan Kelurahan; 

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor 02/KPTS­
DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kebumen. 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG 
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI 
DESA/KELURAHAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kebumen. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Ka­
bupaten Kebumen. 

3 . Bupati adalah Bupati Kebumen. 
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4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kebumen. 

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Pe­
rangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Ca­
mat. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang me­
rniliki kewenangan untuk mengatur dan rnengurus 
kepentingan rnasyarakat setempat berdasarkan a­
sal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 
dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di 
Daerah. 

7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan -
yang dilaksanakan oleh Pernerintah Desa dan Badan 
Perwakilan Desa. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat 
Desa. 

9 . Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut -
BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas 
pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang 
berfungsi rnengayomi adat istiadat, membuat Per­
aturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Pe­
rangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan. 

11 . Peraturan Desa adalah semua keputusan yang di­
tetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan 
per setujuan Badan Perwakilan Desa. 

12 . Keputusan Kepala Kelurahan adalah Keputusan yang 
d i tetapkan oleh Kepala Kelurahan sebagai perang­
ka t Daerah di bawah Kecamatan. 
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13 . Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan adalah 
organisasi masyarakat yang merupakan mi tra Pe­
merintah Desa/Kelurahan dalam aspek perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang 
bertumpu pada masyarakat, memberdayakan partisi­
pasi dan prakarsa masyarakat dalam memelihara 
dan rnelestarikan nilai-nilai kehidupan masyara­
kat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan 
dan kekeluargaan serta untuk rneningkatkan penye­
lenggaraan kegiatan pernerintah, pernbangunan dan 
masyarakat di Desa/Kelurahan. 

B.A.B I I 
P E M B E N T U K A N 

Pasal 2 

Lernbaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dibentuk 
dengan tujuan 

a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidu­
pan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kego­
tongroyongan dan kekeluargaan; 

b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas perne­
r intahan, pernbangunan dan kemasyarakatan di 
Desa/Kelurahan; 

c . meningkatkan seluruh potensi swadaya masyarakat 
dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyara­
kat; 

d. meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangu­
nan Desa/Kelurahan dengan melibatkan komponen 
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian pembangunan yang bertumpu pada 
masyarakat dengan memperhatikan aspirasi dan 
kepentingan masyarakat di Desa/Kelurahan. 
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Pasal 3 

Latar belakang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan -
di Desa/Kelurahan perlu upaya pemeliharaan dan pe­
lestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat Indone­
sia yang berdasarkan kegotongroyongan. 

BAB III 
NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA 

Pasal 4 

(1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa -
/Kelurahan dapat dibentuk lembaga-lembaga ke­
masyarakatan, seperti LKMD dan PKK atau dengan 
sebutan lain sesuai peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

(2) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ditetap­
kan dengan Peraturan Desa/Keputusan Kepala Ke­
lurahan sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 
dipilih dari dan oleh anggota dengan mekanisme 
dan cara sesuai dengan kesepakatan anggota yang 
terdiri : 

- Ketua; 
- Sekretaris; 
- Bendahara; 
- Seksi-seksi sesuai kebutuhan. 

(2) Syarat-syarat Pengurus Lembaga Kemasyarakatan -
Desa/Kelurahan: 
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a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang­
undang Dasar 1945; 

c. tidak terlibat langsung atau tidak langsung 
dalam kegiatan yang menghianati Pancasila 
dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan 
atau kegiatan kegiatan organisasi terlarang 
lainnya; 

d. sehat jasmani dan rohani; 

e. berkelakuan baik; 

f . bersedia menjadi pengurus Lembaga Kemasyara­
katan Desa/ Kelurahan; 

g. dapat membaca dan menulis. 

(3) Masa jabatan pengurus Lembaga Kemasyarakatan -
Desa/Kelurahan adalah 5 ( lima) tahun untuk 
selanjutnya dapat dipilih kembali dalam jabatan 
yang sama paling banyak 2 (dua) kali masa ja­
batan . 

(4) Hasil pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan De­
sa/Keputusan Kepala Kelurahan dan dilaporkan 
kepada Bupati. 

BAB V 
T A T A K E R J A 

Pasal 6 

( 1) Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan -
berkedudukan sebagai pimpinan dan penanggungja­
wab organisasi bertugas memimpin dan mengenda­
likan semua kegiatan organisasi. 
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(2) Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam rnenye­
lenggarakan adrninistrasi dan pelayanan untuk 
kelancaran tugas organisasi. 

(3) Bendahara bertugas rnenyelenggarakan administra­
si keuangan termasuk benda-benda bergerak atau 
tidak bergerak dan penyimpanan uang organisasi. 

(4) Seksi-seksi bertugas melaksanakan kegiatan or­
ganisasi sesuai dengan bidang tugas seksinya. 

BAB VI 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 7 

(1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan berke­
dudukan 

a. sebagai mitra pembangunan Desa/Kelurahan -
yang berkedudukan di Desa/Kelurahan; 

b. berkedudukan dalam bagian wilayah Desa/Ke­
lurahan. 

(2) Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan bersi­
fat lokal dan secara organisasi berdiri sen­
diri. 

Pasal 8 

(1) Tugas pokok Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Ke­
lurahan adalah sebagai mitra pemerintah Desa­
/Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan 
dan pengendalian pembangunan yang bertumpu 
kepada masyarakat. 
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(2) Tugas pokok Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelura­
han adalah memberdayakan partisipasi dan pra­
karsa masyarakat dalam memelihara dan melesta­
rikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang 
berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan 
serta memperlancar penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 
sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyara­
kat di Desa/Kelurahan. 

Pasal 9 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut 
dalam Pasal 8, Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Ke­
lurahan mempunyai fungsi : 

a. mewujudkan kehidupan masyarakat berdasarkan Pan­
casila, dan Undang-undang Dasar 1945 dengan mem­
perhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat 
di Desa/Kelurahan; 

b. memperdayakan gotongroyong, swadaya dan partisi­
pasi masyarakat; 

c . menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban -
masyarakat yang bertumpu kepada pemberdayaan 
masyarakat; 

d. menjadi mitra pemerintahan Desa/Kelurahan dalam 
menyebarluaskan mensukseskan setiap program pe­
merintah, perencanaan, pelaksanaan dan pengenda­
lian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat; 

e. menjembatani hubungan antara sesama anggota ma­
syarakat dan antara anggota masyarakat dengan 
Pemerintah Desa/ Kelurahan; 

f . menggali dan memberdayakan potensi,pemuda, wani­
ta dan komponen masyarakat lain dalam pembangu­
nan; 
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g. menjalin kerjasama antar lembaga yang ada dalam 
masyarakat untuk pembangunan; 

h. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka 
meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan De­
sa/Kelurahan. 

BAB VII 
MEKANISME PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN 

Pasal 10 

(1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Lem­
baga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan, diben­
tuk Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan. 

(2) Forum Komunikasi Lembaga Masyarakat Desa/Kelu­
rahan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal 
ini, dibentuk di tingkat Kecamatan dan di ting­
kat Kabupaten. 

(3) Forum Komunikasi Tingkat Kecamatan beranggota­
kan para pengurus Lembaga Kemasyarakatan De­
sa/Kelurahan. 

(4) Forum Komunikasi Tingkat Kabupaten beranggota­
kan para pengurus Lembaga Kemasyarakatan ting­
kat Kecamatan. 

(5) Sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan -
Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan Peme­
rintah Daerah dapat membentuk Tim Pengembangan 
dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan De­
sa/Kelurahan. 
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BAB VIII 
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

Pasal 11 

Anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan -
mempunyai hak sebagai berikut : 

a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah -
anggota; 

b. memilih dan dipilih sebagai pengurus Lembaga Ke­
masyarakatan Desa/Kelurahan. 

Pasal 12 

Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ber­
kewajiban sebagai berikut : 

a . turut secara aktif melaksanakan hal-hal yang -
menjadi tugas organisasi; 

b . turut secara aktif melaksanakan Keputusan Orga­
nisasi. 

Pasal 13 

Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di­
larang : 

a. melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang 
menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan 
negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan ma­
syarakat; 

b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pe­
raturan Perundangan yang berlaku dan atau ber­
tentangan dengan norma-norma yang hidup dan 
berkembang dalam kehidupan masyarakat. 
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BAB IX 
SUMBER DANA 

Pasal 14 

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan -
diperoleh dari : 

a. iuran/swadaya masyarakat; 

b. hasil usaha Lembaga Kemasyarakatan Desa/Ke­
lurahan itu sendiri; 

c. bantuan lain yang syah yang tidak mengikat -
serta tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

BAB X 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 15 

Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan seperti -
LKMD, PKK, RT, RW dan lain-lain keberadaannya 
disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling 
lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peratu­
ran Daerah ini. 

Pasal 16 

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan atau yang di­
sebut dengan nama lain yang sudah ada pada saat 
berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih 
berlaku sampai terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan 
yang baru. 
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BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah -
ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang 
mengenai pelaksanaannya. 

Pasal 18 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di­
undangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah­
kan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 26 Agustus 2000 

BUPATI KEBUMEN, 

t.t.d 

RUSTRININGSIH 
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun 2000 Nomor 11 Seri D Nomor 10 pada tanggal 2 
September 2000. 

~---..........------- "" 
P-EMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 500 032 375 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR 9 TAHUN 2000 

TENTANG 

PEMBENTUKAN LEMBAGA KE~.ASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN 

I. PENJELASAN UMUM 

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada 
tanggal 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 
yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Da­
erah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ten­
tang Pemerintahan Desa. 

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-undang -
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 
di tegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai 
Des a dan Kelurahan di tetapkan dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum 
yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan -
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri 
Dalam Negeri telah mengeluarkan 3 (tiga) Keputusan 
Menteri Dalarn Negeri, yaitu: 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun -
1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Men­
teri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Ne­
geri dan Instruksi Menteri Dalarn Negeri rnengenai 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 
tentang Pernerintahan Desa; 
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2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun -
1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penye­
suaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Peme­
rintahan Desa dan Kelurahan; 

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun -
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai 
Desa. 
Pasal 47 menyebutkan bahwa mengenai pembentukan 
Lembaga Kemasyarakatan Des a di Des a di tetapkan 
dalam Peraturan Daerah. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup Jelas. 

Pasal 4 ayat (1) 

ayat (2) 

Pasal 5 ayat (1) 

ayat (2) s/d -

: Bagi Desa/Kelurahan dapat -
membentuk Lembaga Kemasyara­
katan seperti PKK, LKMD, atau 
dengan nama atau sebutan lain 
sesuai dengan prakarsa ma­
syarakat Desa/Kelurahan. 

Cukup jelas. 

Dalam penyusunan/pembentukan 
Pengurus Lembaga Kemasyaraka­
tan Desa/Kelurahan, Pemerin­
tahan Desa/Kelurahan dapat 
memberikan arahan/bimbingan 
baik mekanisme atau lainnya 
sesuai kesepakatan masyara­
kat. 

ayat (4) Cukup Jelas. 
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Pasal 6 ayat (1) 
ayat (4) 

s/d -

Pasal 7 s/d Pasal 9 

Pasal 10 ayat (1) 

ayat (2) 

ayat (3) dan 

- 3 -

Disamping melaksanakan tugas­
tugas pokok, Pengurus dalam 
menj alankan tug as ada koor­
dinasi dan bertanggung jawab 
bersama guna kemajuan/keber­
hasilan tujuan Lembaga Kema­
syarakatan tersebut. 

Cukup jelas. 

Dalam pembentukan Forum Komu­
nikasi Lembaga Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan diharapkan -
agar dapat menampung atau 
membahas hal-hal mengenai 
Lembaga Kemasyarakatan terse­
but guna menyelesaikan masa­
lah atau meningkatkan kema­
juan Lembaga Kemasyarakatan 
Desa/ Kelurahan. 

Kepengurusan Forum Komunikasi 
Lembaga Kemasyarakatan Desa­
/Kelurahan, tingkat Kecamatan 
tercermin perwakilan dari -
tiap-tiap kepengurusan dari 
Desa/Kel urahan, dan dar i -
tingkat Kabupaten perwakilan 
dari tiap Kecamatan. 

ayat (4) Cukup jelas. 

Pasal 14 ayat (1) s/d -
ayat (3) Sumber dana tersebut disam-

ping dipergunakan untuk ke­
giatan serta lainnya, dapat 
dipergunakan untuk kesejah­
teraan para pengurus sesuai 
kesepakatan para anggota. 
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Pasal 15 

Pasal 16 s/d 
Pasal 19 

- 4 -

Khususnya RT/RW dipandang ma­
sih perlu keberadaannya dapat 
disesuaikan dengan Peraturan 
Daerah ini atau sampai dengan 
ketentuan lebih lanjut. 

Cukup jelas. 

-- ooBoo --
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